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Abstrak: Penyelenggaraan pemilu selalu berkonotasi pada perebutan jabatan dan kekuasaan, tetapi tidak 

memperhatikan aspek lingkungan. Padahal lingkungan merupakan hal yang penting dalam 

keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, pemilu harus menerapkan konsep pemilu ramah lingkungan. 

Namun, pasca Pilkada Serentak belum mencerminkan pemilu ramah lingkungan tetapi menimbulkan 

sampah visual. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut maka  memerlukan kolaborasi antar 

stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari model kolaborasi yang 

dilakukan oleh stakeholder sebagai upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dianalisis 

menggunakan Qualitative Data Analysis Software Nvivo 12 Plus. Hasil penelitian ini adalah dalam proses 

tatap muka antar stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif yang sama 

terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar stakeholder terdapat 

kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah bahwa model kolaborasi yang dijalankan oleh stakeholder belum efektif dan efisien serta model 

kolaborasi yang dijalin adalah non-formal. Oleh karena itu, peneliti mengajukan bentuk kerja sama dengan 

perjanjian formal dan model kolaborasi menurut Ansel dan Gash (2007) serta merekomendasikan 

mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang Pemilu Ramah Lingkungan 

serta menjadi rujukan dalam proses penyelenggaraan kampanye di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Model Kolaborasi, Pemilu Ramah Lingkungan, Sampah Visual. 

 
Abstract: The holding of elections usually connotes the struggle for office and power but does not pay 

attention to environmental aspects. Even though the environment is important in survival. Therefore, 

elections must apply the concept of environmentally friendly elections, however, post-Simultaneous 

Regional Elections have not reflected environmentally friendly elections but caused visual waste. 

Therefore, this study aims to find a model of collaboration carried out by stakeholders as an effort to create 

environmentally friendly elections. The research method used in this study is a qualitative method with a 

case study approach and analyzed using the Nvivo 12 Plus Qualitative Data Analysis Software. The result 

of this study is that in the face-to-face process between stakeholders have different roles and do not yet 

have the same perspective regarding the issue of environmentally friendly elections. Then in building trust 

between stakeholders there are obstacles in communication, so that it becomes an obstacle to the 
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collaboration process. The conclusion of this study is that the collaboration model run by stakeholders has 

not been effective and efficient and the collaboration model established is non-formal. Therefore, 

researchers propose forms of cooperation with formal agreements and collaboration models according to 

Ansel and Gash (2007) and recommend encouraging the government to issue laws governing 

Environmentally Friendly Elections and become a reference in the process of organizing campaigns in 

Indonesia. 

 

Keywords: Collaboration Models, Green Election, Visual Trash 

 

Pendahuluan 

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DIY diselenggarakan pada awal bulan Desember 2020 

(Kurniawan, 2020). Pilkada serentak ini merupakan cerminan dari pemilu di Indonesia (Sintani et 

al., 2020). Sebagai unsur kesuksesan penyelenggaraan Pilkada tidak hanya terlihat dari kuantitas 

penyelenggaraan Pilkada, melainkan juga melihat aspek kualitas seperti aspek lingkungan 

(Nugraha, 2019). Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu ramah lingkungan perlu untuk 

dilakukan agar tidak mencemari lingkungan hidup (Amrurobbi, 2021). Pemilu ramah lingkungan 

memiliki arti aktivitas demokrasi yang bertujuan menciptakan kedaulatan rakyat dengan 

memperhatikan aspek lingkungan dan mengusahakan minimnya dampak buruk terhadap 

lingkungan. Menurut Baharuddin Kamba, aktivis sosial DIY pasca Pilkada belum mencerminkan 

pemilu ramah lingkungan tetapi menimbulkan sampah visual (Mustaqim, 2021). Salah satu 

penyebabnya adalah adanya kampanye politik yang bertujuan untuk mewujudkan negara yang 

demokratis (Hernimawati et al., 2019).  

Kampanye politik merupakan kegiatan bersifat persuasif yang dikemas dalam bentuk 

verbal dan visual (Ridwan, 2015). Kampanye dapat berupa pengumpulan masa, kampanye 

langsung, dan iklan serta pemasangan baliho dengan berbagai pesan politik (Yandra et al., 2022). 

Namun, dalam pelaksanaannya kampanye politik justru menimbulkan permasalahan baru yaitu 

memunculkan adanya sampah visual. Hal ini karena banyaknya poster, banner, baliho, stiker, dan 

alat peraga kampanye serta iklan politik yang dipasang tidak sesuai etika. Sehingga berakibat pada 

merusak keindahan kota dan hilangnya nilai artistik serta komunikatif yang ada.  Lebih jauhnya, 

sampah visual kampanye berpotensi meningkatkan penumpukan sampah di DIY (Amrurobbi, 

2021). Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan aturan pemasangan APK yang 

dijelaskan dalam Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye. Berdasarkan data dari 

Bawaslu di Kabupaten Sleman DIY tahun 2020 ditemukan sebanyak 2.649 pelanggar alat peraga 

kampanye (Kukuh, 2020). 

Berdasarkan permasalahan tersebut mendorong stakeholder yang memiliki kepentingan 

terhadap pemilu untuk menanggulangi permasalahan sampah visual pasca Pilkada dengan tujuan 

terciptanya pemilu ramah lingkungan. Bawaslu dan KPU memiliki peran penting dalam 

berjalannya pelaksanaan pemilu. Selain itu diperlukan juga NGO sebagai pendukung Pemerintah 

melancarkan jalannya pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu KISP. KISP merupakan singkatan 

dari Komisi Independen Sadar Pemilu yang bergerak dalam nilai kepemiluan dan demokrasi 

(KISP, 2019). KISP berperan dalam pemantauan tahapan kampanye Pilkada DIY 2020. Salah satu 

upaya yang dilakukan KISP adalah meningkatkan kesadaran mengenai kepemiluan dengan 

mendorong isu ramah lingkungan (KISP, 2021). 

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait model kolaborasi 

antara stakeholder dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan. Sejumlah penelitian terdahulu 

yang meneliti terkait pemilu ramah lingkungan dapat ditemui dalam sejumlah penelitian, salah 

satunya penelusuran menggunakan analisis bibliometrik VOSviewer dengan menganalisis 32 

penelitian terdahulu bereputasi tinggi. Hasil analisis dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Analisis Bibliometrik VOSviewer                                                                       

Sumber: Bibliometrik VOSviewer  

 

Berdasarkan hasil penelusuran, dapat diketahui bahwa penelitian terahulu menfokuskan 

kajian pada topik election, environmental politics, political ideology, dan political system. 

Selanjutnya, di klaster yang berbeda penelitian sebelumnya hanya menfokuskan kajian pada 

political geography, green movement, dan political parties. Dengan demikian, minim penelitian 

yang mengkaji tentang konsep green election, green campaign, dan zero waste politicts. Padahal 

penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya stakeholder dalam upaya 

menciptakan pemilu yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengisi kekosongan penelitian dengan memfokuskan kajian pada model kolaborasi yang 

dilakukan oleh stakeholder. Penelitian ini juga memiliki urgensi bagi dunia perpolitikan dan 

kepemiluan yaitu untuk menciptakan politik lingkungan yang lebih baik sebagaimana dalam buku 

Green Constitution menjelaskan bahwa “Masa Depan Pemilu Indonesia ini, Konsep Konstitusi 

hijau sangat mungkin menjadi pijakan pelaksanaan pemilu” Alasannya adalah Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) telah mengatur perlunya penciptaan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sebagai hak masyarakat.  

Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan model kolaborasi dari tinjauan 

collaborative governance. Menurut Ansell dan Gash (2007), menjelaskan bahwa collaborative 

governance meliputi semua institusi pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik 

(Saksono, 2020). Collaborative governance dapat diartikan sebagai kerja sama antar stakeholder 

dalam menyelenggarakan pemerintahan guna menyelesaikan permasalahan publik (Ansell, 2007). 

Selain itu, collaborative governance disebut sebagai pengaturan pemerintahan yang terdiri dari 

beberapa lembaga yang terlibat langsung dengan para stakeholder non negara dalam proses 

pembuatan kebijakan kolektif formal, berorientasi pada konsensus dan deliberative guna 

tercapainya implementasi kebijakan publik (Islamy, 2018). 

Model Ansel dan Gash merupakan model kolaborasi yang memiliki empat variabel yaitu 

kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Variabel-variabel 

tersebut memiliki sub variabel yaitu face to face dialogue, trust building, commitment to process, 

shared understanding, dan intermediate outcome (Habibah, 2021). Variabel proses kolaborasi 

merupakan inti dari model ini. Sedangkan variabel kondisi awal, desain kelembagaan, dan 

kepemimpinan merupakan variabel pendukung yang memberikan peran penting dalam proses 

kolaborasi.  

1. Kondisi awal  
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Sebuah organisasi sangat menentukan dasar tingkat kepercayaan, konflik, dan peluang 

serta tantangan dalam kolaborasi. 

2. Desain kelembagaan 

Desain kelembagaan berfungsi sebagai aturan dasar dalam berkolaborasi. 

3. Kepemimpinan 

Kepemimpinan berfungsi sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam kolaborasi. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang 

bertujuan memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih detail terkait model kolaborasi antar 

stakeholder dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan yang dilakukan oleh Bawaslu 

DIY, KISP dan KPU DIY (Anggara, 2019). Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi dua 

yaitu data primer dan sekunder. Pertama, data primer didapatkan dengan cara melakukan 

wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan 

membuka obrolan dengan narasumber melalui media chatting aplikasi WhatsApp untuk 

menetapkan waktu wawancara. Pertama, wawancara dengan Ketua Bawaslu DIY yang 

dilaksanakan secara offline pada tanggal 16 Juni 2022 di Kantor Bawaslu DIY. Sedangkan 

wawancara yang kedua dilakukan dengan Koordinator Umum KISP yang dilaksanakan pada 

tanggal 25 Juni 2022 secara offline di Taman Langit Resto. Peneliti juga melakukan wawancara 

dengan KPU DIY sebagai pihak penyelenggara pemilu yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2022 

secara offline di Kantor KPU DIY. 

Kedua, data sekunder didapatkan dengan cara desk study terhadap kajian terdahulu yang 

memiliki kesamaan topik dengan model kolaborasi pemerintah dan NGO dalam menciptakan 

pemilu ramah lingkungan. Selain itu, data sekunder yang dikumpulkan berupa artikel dan 

dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang didapatkan kemudian dianalisis 

melalui proses interactive model. Dalam melakukan kegiatan analisa ini, yang pertama peneliti 

lakukan adalah menyusun reduksi hasil wawancara setiap narasumber yang kemudian peneliti 

analisis menggunakan teori model kolaborasi menurut Ansell dan Gash (2007), dilanjutkan dengan 

pengolahan data penelitian menggunakan software Nvivo 12 Plus.  

Setelah masing-masing reduksi hasil wawancara dianalisis, selanjutnya peneliti melakukan 

penggabungan hasil analisis tersebut menjadi satu untuk kemudian diambil kesimpulan. Setelah 

dilakukan hal tersebut, peneliti menguji dengan menggunakan teori  model kolaborasi Ansell dan 

Gash (2007) untuk mendapatkan kesimpulan dari temuan yang peneliti dapatkan. Sehingga  secara 

keseluruhan, data yang sudah peneliti dapat dibagi ke dalam tiga tahap analisa yaitu melakukan 

reduksi data untuk tetap berada pada fokus penelitian, melakukan display data untuk menyajikan 

data secara deskriptif, terakhir menganalisisnya secara komprehensif untuk menarik kesimpulan 

atas kolaborasi  dua instansi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Faktor Pengaruh Proses Kolaborasi Antar Stakeholder 

1. Starting Condition (Kondisi Awal) 

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki 

latar belakang yang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan yang baik dalam 

kolaborasi yang dijalankan. Dari stakeholder yang terlibat dalam penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, 

KISP, dan KPU DIY memiliki latar belakang dan peran yang berbeda. Dengan demikian, power 

resources imbalance, sejarah konflik, institutional design, dan facilitative leadership akan 

mempengaruhi kinerja pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. 
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a. Power Resources Imbalance 

Dalam poin power resources imbalance apabila stakeholder tidak memiliki kapasitas 

organisasi, status, atau sumber daya yang baik untuk berpartisipasi dengan pemangku kepentingan 

lainnya maka akan menyebabkan proses kolaboratif rentan untuk dimanipulasi (Bustomi et al., 

2022). 

Tabel 1. Peran masing-masing Stakeholder 

Stakeholder Peran 

Bawaslu DIY 

Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran 

pemilu serta melakukan pengawasan jalanan proses 

penyelenggaraan pemilu. 

KISP 

Melakukan kampanye media sosial terkait nilai kepemiluan dan 

demokrasi, melakukan pemantauan pemilu serta 

mengupayakan kesadaran kepemiluan masyarakat. 

KPU DIY 

Lembaga penyelenggara pemilu dan pemilihan, tidak hanya 

fokus pada aturan perundang-undangan tetapi berupaya 

memperkuat demokrasi melalui proses pemilu. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peran antar 

stakeholder. Namun, ketiganya terdapat tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan pemilu yang 

lebih baik. 

 

b. Sejarah konflik 

Sejarah konflik antara aktor yang terlibat dalam sebuah kepentingan dapat menghambat 

atau justru mendukung kolaborasi antar stakeholder (Amelia Novita, 2018). Bawaslu DIY, KISP, 

dan KPU DIY memiliki catatan konflik yang terjadi selama berkolaborasi. Berdasarkan hasil 

wawancara pihak Bawaslu DIY merasa sangat beruntung dapat berkolaborasi dengan KISP karena 

menganggap KISP merupakan sebuah lembaga yang baik dari segi pengetahuan, data riset yang 

aktual, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, terdapat perbedaan pendapat dari 

pihak KISP yang menyatakan bahwa  kendala yang terjadi selama berkolaborasi yang disebabkan 

minimnya komunikasi. Sedangkan, hambatan yang dirasakan oleh pihak KPU DIY adalah 

hambatan dalam penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 sehingga 

adanya regulasi yang harus disesuaikan atau dipertimbangkan.  

 

c. Facilitative Leadership 

Proses pelaksanaan sampai evaluasi, KPU DIY memiliki peran yang sangat penting 

sebagai aktor utama penyelenggaraan Pilkada DIY 2020 terutama dalam hal regulasi pemilu. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan KISP yang menyatakan bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU belum 

menyentuh perihal teknis-teknis pemilu ramah lingkungan sehingga KISP hanya melakukan 

strategi mengembangkan perundang-undangan serta menjadi agenda bersama.  

 

d.  Institutional Design 

Proses kolaborasi dapat dianggap sukses apabila melibatkan semua pemangku kepentingan 

yang sadar tentang masalah yang didiskusikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Gray (1989) 

menyatakan bahwa suksesnya kolaborasi tergantung pada luasnya keterlibatan pemangku 

kepentingan dalam memandang permasalahan. Adapun pihak yang terlibat dalam proses 

kolaborasi dalam isu penelitian ini yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY yang dilatar belakangi 

oleh perbedaan peran dan memiliki kesamaan tujuan.  
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Analisis Indikator Collaborative Governance Menurut Ansel dan Gash (2007) 

a. Analisis Face to Face Dialogue (Dialog Tatap Muka) 

Collaborative governance dibangun melalui dialog secara langsung antar pemangku 

kepentingan yang terlibat (Ismail et al., 2020). Proses yang dilakukan berorientasi pada proses 

mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama melalui negosiasi (Astari et al., 2019). Dialog 

yang dilakukan secara tatap muka langsung juga bertujuan meminimalisir antagonisme dan 

disrespect dari antar stakeholder (Garvera et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan 

tiga narasumber yaitu Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY memiliki perspektif berbeda terkait 

peluang dan keuntungan dalam proses tatap muka. Berikut analisis data terkait peluang dan 

keuntungan dapat diuraikan melalui data di bawah ini. 

 
Gambar 2. Analisis Peluang dari Dialog Tatap Muka 

 

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa tiga narasumber memiliki sudut pandang 

yang berbeda dari hasil identifikasi peluang dalam upaya menciptakan pemilu yang ramah 

lingkungan. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Bawaslu yakni pencopotan pelanggaran alat 

peraga kampanye yang dilakukan oleh para partai politik. Kegiatan ini dibantu bersama Satpol PP 

DIY dalam merapikan sampah visual pemilu. Sedangkan upaya yang telah dilakukan oleh pihak 

KISP yakni berupa seminar tentang kampanye digital dan manfaat penggunaan media massa pada 

saat kampanye pasangan calon kandidat. Sementara itu, upaya yang dilakukan oleh pihak KPU 

yakni melakukan perbaikan terhadap sistem pelaksanaan pemilu serta memberikan edukasi-

edukasi terkait kampanye terhadap partai politik.  

 

   
Gambar 3. Analisis Keuntungan dari Dialog Tatap Muka 
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Kemudian, dari analisis peluang di atas maka akan diperoleh keuntungan oleh masing-

masing stakeholder. Keuntungan dari internal Bawaslu lebih mengarah pada pengawasan jalannya 

kampanye yang akan berjalan dengan lancar dengan minimnya sampah pemilu. Kemudian, 

internal KISP lebih mengarah pada masifnya sosialisasi kampanye melalui media online. 

Sedangkan, internal KPU lebih mengarah lahirnya regulasi yang mengatur tentang pemilu ramah 

lingkungan, agar proses jalannya kampanye dapat berjalan dengan baik.  

Pada indikator face to face dialog¸ Bawaslu dan KISP pernah mengadakan pertemuan 

melalui zoom meeting. Namun, pembahasan yang terjadi yaitu seputar anti politik uang dan berita 

hoax pada saat jalannya rangkaian pemilu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dalam indikator 

face to face dialogue belum berjalan secara baik. Karena, ketiga stakeholder belum ada sensitivitas 

dan kesepahaman serta negosiasi terkait isu pemilu yang ramah lingkungan.  Hal ini dikarenakan 

dalam pelaksanaan pemilu, lingkungan belum menjadi salah satu aspek yang diutamakan 

melainkan hanya berfokus pada kekuasaan dan perebutan jabatan.  

 

b. Analisis Trust Building (Membangun Kepercayaan) 

Pada indikator trust building dalam proses kolaborasi tidak hanya terbatas pada upaya 

negosiasi (Sulaiman, 2021). Melainkan juga upaya saling membangun kepercayaan antara 

pemangku kepentingan. Dalam proses ini membutuhkan komitmen yang kuat sehingga dapat 

menciptakan hasil kolaborasi (Rahmawati, 2016). Hal yang dapat dilakukan untuk membangun 

kepercayaan yaitu dengan menjalin komunikasi, kolaborasi secara langsung, melakukan 

perjanjian, dan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Proses ini menjadi acuan yang harus 

ditekankan kepada stakeholder agar mencapai hasil kolaborasi yang baik (Yasintha, 2020). Berikut 

analisis data terkait trust building dapat diuraikan melalui data di bawah ini. 

 
Gambar 4. Analisis Trust Building 

 

Berdasarkan hasil olah data Nvivo, dapat diketahui bahwa dalam membangun kepercayaan 

antar stakeholder memiliki kendala dalam berkomunikasi. Kendala tersebut disebabkan karena 

jalannya Pilkada Serentak DIY 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19. Karena sebelum 

adanya pandemi Covid-19 kerja sama yang dilakukan seperti pemantauan dan pengawasan 

terhadap jalannya pemilu di DIY serta seminar edukasi terhadap partai politik berjalan dengan 

lancar. Namun, setelah adanya pandemi, aktivitas yang biasa dilakukan mengalami berbagai 

kendala. Oleh karena itu, dalam proses membangun kepercayaan, ketiga stakeholder memerlukan 

komunikasi dalam bentuk kerja sama secara langsung seperti perjanjian secara formal MoU untuk 

tercapainya sebuah tujuan bersama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam indikator 

trust building atau membangun kepercayaan ketiga stakeholder dalam berkolaborasi belum 

menjalankan komunikasi dengan baik.   
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c. Analisis Commitment to Process (Komitmen terhadap proses) 

Komitmen dapat dibangun dalam proses mencapai kepentingan bersama melalui rasa 

kepemilikan bersama antar stakeholder (Rahmawati, 2021). Maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak kelompok yang terlibat dalam proses kolaborasi maka semakin kuat juga untuk 

mencapai keberhasilan bersama. Selain itu, komitmen dalam kolaborasi merupakan bagian dari 

hasil proses face to face dialogue dan trust building (Gunawan, 2020). Dalam penelitian ini teknis, 

sosialisasi, regulasi, dan digitalisasi menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan 

komitmen. Berikut analisis data terkait komitmen terhadap proses dapat diuraikan melalui data di 

bawah ini. 

 

 
Gambar 5. Analisis Commitment to Process 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses membangun komitmen atau 

proses kolaborasi bersama stakeholder memiliki kendala yang berbeda. Pertama, upaya yang 

dilakukan oleh Bawaslu DIY dalam menciptakan pemilu ramah lingkungan adalah membuat 

sistem pengalokasian sampah visual akibat pelanggaran alat peraga kampanye. Upaya ini 

memberikan dampak pada berkurangnya alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan etika 

pemasangan APK. Kemudian, upaya yang sedang dilakukan oleh pihak KISP adalah membuat 

rancangan sebuah website terkait edukasi pemilu yang ramah lingkungan yang dapat digunakan 

sebagai media kampanye digital bagi pasangan calon kandidat. Sementara itu, Upaya yang telah 

dilakukan oleh KPU adalah melakukan evaluasi terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu yang 

telah dilakukan terhadap aspek lingkungan.  

 

d. Analisis Shared Understanding (Membangun Kesepahaman Bersama) 

Dalam konteks penelitian ini, para stakeholder harus paham terkait pemahaman konsep 

dari pemilu ramah lingkungan. Sehingga menghasilkan komunikasi dan kolaborasi yang untuk 

menciptakan pemilu ramah lingkungan. Pemahaman bersama dapat dibangun melalui identifikasi 

masalah. Stakeholder harus dapat memahami cita-cita yang menjadi tujuan menyelesaikan 

masalah bersama (Budiarti, 2020). Berikut analisis data terkait berbagi kesepahaman dapat 

diuraikan melalui data di bawah ini. 
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Gambar 6. Analisis Shared Understanding 

 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, dapat diketahui bahwa identifikasi masalah dari 

pihak Bawaslu adalah permasalahan teknis. Oleh karena itu, dalam membangun kesepahaman 

bersama Bawaslu condong pada upaya kolaborasi secara langsung di lapangan dengan 

menggandeng stakeholder yang terkait. Kemudian, pihak KISP mengidentifikasi adanya masalah 

dalam pemasifan informasi. Oleh karena itu, pihak KISP lebih merekomendasikan adanya bentuk 

jalinan kerja sama dan komunikasi secara intens antar stakeholder. Sedangkan, dari pihak KPU 

mengidentifikasi masalahnya berada pada regulasi yang mengatur terkait jalannya pemilu. Oleh 

karena itu, pihak KPU merekomendasikan adanya FGD untuk mencapai kesepahaman bersama 

dan membentuk sebuah regulasi pemilu ramah lingkungan. 

 

e. Analisis Intermediate Outcomes (Hasil Jangka Menengah) 

Intermediate outcomes disebut juga hasil kritis yang terjadi untuk mencapai tingkat yang 

lebih tinggi dalam membangun kepercayaan (Molla et al., 2021). Selain itu, intermediate outcomes 

merupakan lanjutan dari proses kolaborasi yang terwujud dalam bentuk output dari proses 

kolaborasi. Dalam konteks penelitian ini, melibatkan Bawaslu DIY, KISP, dan KPU DIY yang 

menghasilkan model kolaborasi yang belum efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan dalam proses 

tatap muka antar stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda dan belum memiliki perspektif 

yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam membangun kepercayaan antar 

stakeholder terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi hambatan proses kolaborasi. 

Sehingga model kolaborasi yang terjalin selama ini adalah bentuk kolaborasi yang non-formal 

sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak. Dengan demikian, bentuk kerja sama 

yang tepat dilakukan oleh ketiga stakeholder adalah  perjanjian formal karena lebih tepat dilakukan 

dalam kasus pemilu yang sifatnya momentum. Maka dalam sebuah kolaborasi sangat 

membutuhkan komunikasi baik secara formal maupun non-formal untuk mendukung adanya 

kesinambungan dan saling mengisi peran satu sama lain untuk memperkuat kemampuan dalam 

upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. 

 

Model Ajuan Kolaborasi dalam Menciptakan Pemilu Ramah Lingkungan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti mengajukan model kolaborasi 

berdasarkan teori Ansel dan Gash (2007) yang tepat untuk menjalankan kolaborasi. Berikut model 

ajuan kolaborasi yang peneliti ajukan, antara Bawaslu DIY dan KISP dalam upaya menciptakan 

pemilu ramah lingkungan. 
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Gambar. 7 Model Ajuan Kolaborasi antara Bawaslu DIY dan KISP dalam Menciptakan 

Pemilu yang Ramah Lingkungan 

 

Hasil kajian riset ini, menghasilkan ajuan model kolaborasi berdasarkan teori 

Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash (2007) yang peneliti nilai tepat untuk 

diterapkan oleh pemangku kepentingan dalam melakukan kolaborasi dalam menciptakan atau 

mengupayakan pemilu yang ramah lingkungan seperti model yang tampak pada gambar 7 di atas. 

Adapun Pertama, dalam proses face to face dialogue atau tahap tatap muka, Bawaslu DIY, KISP, 

dan KPU melakukan pertemuan bersama untuk melakukan pembagian peran dan mengidentifikasi 

permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan kampanye dan pemilu. 

Dengan adanya identifikasi permasalahan tersebut maka dibutuhkannya solusi untuk 

menyelesaikannya. Salah satunya dengan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

secara spesifik tentang pemilu ramah lingkungan.  Karena pada Peraturan Perundang-undangan 

pemilu sekarang belum ada peraturan yang mengatur tentang pemilu ramah lingkungan. Selain itu, 

juga melakukan peninjauan kembali pada Peraturan KPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye. 

Oleh karena itu, dalam tahap ini KPU berperan penting untuk melahirkan kebijakan pemilu ramah 

lingkungan.  

Kedua, pada tahap trust building membangun kepercayaan maka dilakukannya perjanjian 

formal dengan adanya MoU antar stakeholder agar saling terikat. Kemudian melakukan FGD 

untuk menjalankan kolaborasi serta melakukan sosialisasi ke Partai Politik dengan menggandeng 

Dinas Lingkungan Hidup DIY untuk memberikan pemahaman tentang isu lingkungan dan 

peringatan akan pencemaran lingkungan. Ketiga, pada tahapan commitment to process atau proses 

komitmen  maka melakukan kolaborasi dengan Panwascam untuk ikut serta dalam memberikan 

punishment kepada Partai Politik yang melakukan pelanggaran kampanye dan berkolaborasi 

dengan Dinas Kominfo DIY dalam membentuk website yang akan dikelola oleh KISP dan 

Bawaslu yang bertujuan untuk campaign di media digital. Keempat, pada tahap shared 

understanding atau berbagi kesepahaman, para stakeholder perlu melakukan monitoring dan 

evaluasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa ketercapaian kolaborasi dan melihat progres 

serta kendala dalam berkolaborasi. Sehingga dalam tahap intermediate outcomes atau hasil dapat 

menghasilkan model kolaborasi yang efektif dan efisien dijalankan oleh para stakeholder. 
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Kesimpulan 

Pada kajian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa model kolaborasi yang telah dilakukan oleh 

stakeholder dalam penelitian ini yaitu Bawaslu, KISP, dan KPU belum efektif dan efisien. Hal ini 

dikarenakan dalam proses tatap muka antar stakeholder memiliki peran yang berbeda-beda dan 

belum memiliki perspektif yang sama terkait isu pemilu ramah lingkungan. Kemudian dalam 

membangun kepercayaan antar stakeholder terdapat kendala dalam komunikasi, sehingga menjadi 

hambatan proses kolaborasi. Sehingga model kolaborasi yang terjalin selama ini adalah bentuk 

kolaborasi yang non-formal sehingga tidak adanya keterikatan antara ketiga belah pihak.  Maka 

dalam sebuah kolaborasi sangat membutuhkan komunikasi baik secara formal maupun non-formal 

untuk mendukung adanya kesinambungan dan saling mengisi peran satu sama lain untuk 

memperkuat kemampuan dalam upaya menciptakan pemilu ramah lingkungan. Oleh karena itu, 

peneliti mengajukan bentuk kerja sama dengan perjanjian formal dengan dilakukannya MoU 

karena lebih tepat dilakukan dalam kasus pemilu yang sifatnya momentum. Peneliti juga 

mengajukan model kolaborasi berdasarkan teori dari Ansel dan Gash yang tepat untuk 

menjalankan kolaborasi. Rekomendasi peneliti dalam kasus ini adalah mendorong Pemerintah 

untuk mengeluarkan Undang-undang dan kebijakan yang mengatur tentang pemilu yang ramah 

lingkungan tidak hanya fokus pada pemenangan calon saja. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan 

Pemerintah dalam menjalankan pemilu di tahun selanjutnya.  
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